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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait 

penerimaan pajak Hotel Pada Kabupaten Manggarai Barat dapat di simpulkan 

bahwa  

1. Dilihat dari tingkat efektivitas pajak hotel yang mengalami naik turun, 

menunjukan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat belum mencapai target dan masih kurang efektif 

merealisasikan penerimaan pajak hotel. 

2. Laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Manggarai Barat 

selama 4 tahun terakhir ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari 

hasil penelitian, penyebab penuruan laju pertumbuhan dari tahun 2018-

2021 adalah selisih realisasi yang terus menurun setiap tahunnya. Hal ini 

disebabkan karena terdapat wajib pajak yang tidak sadar akan pajak juga 

dalam kepatuhan dapat dikatakan masih rendah dan ditambah lagi akibat 

dampak negatif covid-19 diawal tahun 2020 yang menyebabkan 

berkurangnya orang yang menggunakan jasa penginapan dan jasa lainnya 

di hotel. Sehingga terjadi penurunan pendapatan hotel dan juga realisasi 

penerimaan pajak hotel. 

3. Setelah menghitung kontribusi pajak hotel dari tahun 2018-2021 dapat 

diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di 

kabupaten manggarai Barat  masih dikategorikan kurang berkontribusi 
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dengan rata-rata 12,43% per tahun. Hal ini menunjukan pajak hotel 

merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang sangat 

kurang menyumbang. 

6.2. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah saran 

yang diberikan oleh penulis untuk Kabupaten Manggarai Barat:  

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, diharapkan dapat 

mengoptimalkan sumber daya dan sumber-sumber pendapatan daerah yang 

lain sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat  Kabupaten Manggarai Barat. 

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai 

Barat, diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk 

dapat lebih menggali potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah dalam 

rangka meningkatkan taraf pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai 

Barat.  
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